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 Abstract: Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur menunjukkan trend peningkatan 
signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang 
sebagian besar disebabkan oleh tingginya aktivitas 
kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih 
(Over Dimension Over Loading/ODOL). Kondisi ini 
diperparah oleh karakteristik geografis wilayah berupa 
tanah gambut dan tingginya curah hujan, yang 
mempercepat degradasi struktur jalan. Penelitian ini 
bertujuan untuk merumuskan desain kebijakan 
pengendalian Over Dimension Over Loading/ODOL yang 
efektif dalam menekan tingkat kerusakan jalan. Metode 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 
analisis kebijakan berbasis studi literatur, regulasi, serta 
data sekunder, yang kemudian dikombinasikan dengan 
metode penilaian alternatif kebijakan menggunakan 
kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka 
panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan 
kebijakan Zero Over Dimension Over Loading/ODOL di 
daerah rawan merupakan alternatif kebijakan paling 
optimal. Implementasi kebijakan ini didukung melalui 
pendekatan logic model yang mencakup penguatan 
regulasi, pemanfaatan teknologi pemantauan, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta 
edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dalam 
jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, menurunkan 
biaya pemeliharaan, meningkatkan keselamatan lalu 
lintas, serta mendorong efisiensi distribusi logistik dan 
pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN  

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan 
ekonomi karena berperan langsung dalam mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa. 
Ketersediaan jaringan jalan yang baik dan terhubung secara merata mampu mempercepat 
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distribusi hasil produksi, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan aksesibilitas 
antarwilayah. Kondisi jalan yang memadai juga mendorong aktivitas perdagangan, 
memperluas peluang investasi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat (Utomo, 2019).  
Namun, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, dapat menghambat kelancaran distribusi 
barang dan jasa serta berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi (Manurung et al., 
2022). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022-2024, rata-rata kondisi jalan rusak di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai sebesar 66,82 persen (BPS Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, 2025). Hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat, terutama 
dalam sektor ekonomi dan mobilitas. Jalan yang tidak layak memperlambat distribusi hasil 
pertanian dan perikanan, yang menjadi sektor unggulan daerah. Selain itu, kondisi ini juga 
menghambat akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi warga di pelosok (Rudi, 2025).  

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53’–1°41’ Lintang 
Selatan dan 103°23’–104°31’ Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 5.085,71 km². 
Ketinggian ibu kota kecamatan di wilayah ini berkisar antara 1–5 meter di atas permukaan 
laut (mdpl). Secara administratif, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang beribu kota di 
Muara Sabak terdiri atas 11 kecamatan, 73 desa, dan 20 kelurahan. Sebagian besar wilayah 
ini merupakan kawasan rawa bergambut dimana kandungan kalori gambut berkisar antara 
4000-5500 kalori/gram dengan tebal maksimum berkisar antara 5-13 meter (Dinas PUPR 
Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020). Potensi sumber daya alam terbesar di kabupaten ini 
berasal dari sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dengan komoditas utama 
berupa kelapa sawit dan kelapa dalam. Hingga tahun 2025, luas areal perkebunan kelapa 
sawit tercatat sebesar 41.432 hektar dengan produksi mencapai 76.399 ton, sedangkan 
kelapa dalam memiliki luas areal 58.961 hektar dengan produksi sebesar 57.342 ton (BPS 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan intensitas 
kebutuhan transportasi pengangkutan komoditas perkebunan di wilayah ini via darat terus 
meningkat. 

Dalam lima tahun terakhir, kualitas jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
mengalami penurunan yang signifikan akibat dari pengangkutan komoditi ini. Panjang jalan 
dengan kondisi baik menurun dari 229,27 km (19,47%) pada tahun 2020 menjadi hanya 
156,29 km (13,39%) pada tahun 2024. Sebaliknya, jalan dengan kondisi rusak berat 
meningkat drastis dari 145,44 km (12,35%) menjadi 953,24 km (81,66%) pada periode yang 
sama. Sementara itu, kategori jalan dengan kondisi sedang dan rusak ringan juga mengalami 
penurunan tajam, masing-masing dari 674,76 km (57,29%) menjadi 38,27 km (3,28%), serta 
dari 128,31 km (10,89%) menjadi 19,59 km (1,68%) (Pemerintah Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, 2025). Penurunan kualitas jalan umumnya dihasilkan dari kombinasi berbagai 
faktor teknis, lingkungan, dan manajerial yang saling berkaitan dan memperkuat dampak 
satu sama lain (Zulhanif et al., 2024). 
 
METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data dalam makalah ini meliputi identifikasi data yang 
diperlukan serta pengumpulan sumber referensi yang relevan. Sumber referensi tersebut 
mencakup berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang (UU), 
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri, serta 
Peraturan Daerah. Tahap awal ini juga meliputi perumusan kerangka pemikiran yang akan 
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menjadi landasan analisis. Prosedur pemrosesan data dimulai dengan organisasi dan 
integrasi data yang dikumpulkan, menjamin bahwa dataset komprehensif dan diatur secara 
sistematis sesuai dengan persyaratan analitis. Selain itu, alternatif kebijakan dikembangkan 
melalui kerangka teoritis dan dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pemilihan 
prioritas dari masing-masing alternatif kebijakan akan didasarkan pada penilaian skor oleh 
pihak kunci (keyperson) dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta dampak 
jangka panjangnya. 

Pendekatan logic model diterapkan terakhir kali untuk mengevaluasi program dan 
sasaran kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut, sehingga memfasilitasi perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi program. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian integral dalam upaya 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. 
Dalam konteks global, infrastruktur transportasi, khususnya jalan, menjadi salah satu faktor 
utama dalam meningkatkan daya saing wilayah melalui efisiensi distribusi barang dan jasa 
serta penguatan integrasi ekonomi (Kuncoro et al., 2024). Negara-negara berkembang sering 
kali menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dan kompleks, dan salah satu yang 
paling utama dalam konteks ini adalah keterbatasan yang nyata dalam kualitas infrastruktur 
yang tersedia. Hal ini berimplikasi secara langsung pada tingginya biaya logistik yang harus 
ditanggung oleh para pelaku usaha di berbagai sektor, serta rendahnya aksesibilitas wilayah 
yang menjadi masalah mendasar dan nyata bagi perkembangan ekonomi yang diharapkan 
oleh masyarakat. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya menghambat pertumbuhan 
yang diperlukan, tetapi juga menyebabkan berbagai kesulitan yang berkelanjutan dalam 
mobilitas barang dan jasa, mengakibatkan gangguan yang dapat memperburuk kondisi 
ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, kondisi ini mempersulit investasi yang dibutuhkan 
untuk memajukan sektor-sektor vital yang dapat menumbuhkan perekonomian (Sangfitri, 
2025). 

Dalam rencana strategis kementerian pekerjaan umum 2025-2029 telah mengangkat 
isu Over Dimension Over Loading/ODOL merupakan salah satu permasalahan serius dalam 
penyelenggaraan infrastruktur jalan di Indonesia. Kendaraan yang melebihi batas dimensi 
dan muatan yang telah ditetapkan memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan 
struktur jalan. Beban berlebih mempercepat keausan lapisan perkerasan, memperlebar 
retakan, dan memicu terbentuknya lubang-lubang pada permukaan jalan. Akibatnya, usia 
layan jalan menjadi jauh lebih pendek dari yang direncanakan, dan biaya pemeliharaan serta 
rehabilitasi meningkat tajam (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). 

Untuk itu, perawatan dan Pembangunan infrastruktur jalan menjadi agenda strategis 
pemerintah dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah serta mengurangi kesenjangan 
pembangunan antar daerah (Aini & Yuliani, 2024). Hal ini tercermin dalam berbagai 
kebijakan pemerintah yang menempatkan sektor infrastruktur sebagai motor penggerak 
pertumbuhan ekonomi.  

Kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan jalan di Indonesia diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang yang menegaskan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat 
yang mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, serta 
pertahanan dan keamanan negara. Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa 
penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan 
pengawasan yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, 
pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, 
tetapi juga mencakup aspek pengelolaan, pemeliharaan, serta pengendalian pemanfaatan 
jalan agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan (Republik Indonesia, 2004, 
2023). 

Pemerintah juga menetapkan berbagai kebijakan turunan yang mengatur mengenai 
perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan. Salah satu kebijakan 
penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang mengatur 
lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jalan, klasifikasi jalan, serta pembagian kewenangan 
antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
(Pemerintah Indonesia, 2006). Melalui pengaturan tersebut, diharapkan tercipta sistem 
jaringan jalan yang terintegrasi dan mampu mendukung konektivitas antarwilayah secara 
efektif. 

Salah satu kebijakan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas jalan 
daerah adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan 
Konektivitas Jalan Daerah, yang bertujuan mempercepat perbaikan jalan kabupaten dan 
provinsi guna mendukung konektivitas pusat produksi, kawasan pariwisata, serta distribusi 
logistik di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya sinergi 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan 
perbaikan infrastruktur jalan guna meningkatkan kemantapan jaringan jalan nasional. 
(Pemerintah Indonesia, 2023). 

dalam kerangka pembangunan nasional, penguatan infrastruktur transportasi juga 
menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang Indonesia 
menuju Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, 
Maju, dan Berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan mampu 
meningkatkan keterhubungan antarwilayah, memperkuat daya saing daerah, serta 
membuka akses ekonomi bagi wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi (Republik 
Indonesia, 2024). 

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah telah menempatkan 
pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan 
pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Asta Cita misi Presiden dan Wakil Presiden 
yang termuat kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-
2029 yang selanjutnya dituangkan kedalam misi ke-2 rencana strategis kementerian 
pekerjaan umum dan penataan ruang 2025-2029 yaitu Meningkatkan pembangunan 
infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional (Kementerian Pekerjaan Umum, 
2025; Pemerintah Indonesia, 2025). 
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Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menempatkan pembangunan 
infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan lima tahunan. 
Hal ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029, yang menetapkan peningkatan 
kualitas infrastruktur daerah sebagai salah satu sasaran strategis pembangunan. Program 
prioritas tersebut diwujudkan melalui inisiatif unggulan “Lancar Desaque”, yang bertujuan 
meningkatkan aksesibilitas antar desa serta memperkuat konektivitas wilayah guna 
mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan 
ekonomi baru berbasis desa (Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025).  

Namun demikian, upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kondisi 
geografis wilayah yang didominasi oleh daerah rawa dan tanah bergambut, keterbatasan 
kapasitas fiskal daerah, serta tingginya intensitas kendaraan angkutan hasil perkebunan 
dengan muatan berlebih menjadi faktor yang mempercepat kerusakan infrastruktur jalan 
(Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2025). Selain itu, meningkatnya aktivitas 
ekonomi di sektor perkebunan dan pertanian juga menyebabkan meningkatnya volume lalu 
lintas kendaraan berat yang melintasi jaringan jalan daerah, sehingga memperbesar tekanan 
terhadap struktur perkerasan jalan (Eko, 2025).  

Menurut data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2026), total panjang jalan di 
kabupaten ini mencapai 1.350,83 km. Dari jumlah tersebut, jalan dengan kewenangan 
pemerintah pusat memiliki panjang 82,00 km. Sementara itu, jalan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi tercatat sepanjang 101,44 km. Adapun porsi 
terbesar berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 
sepanjang 1.167,39 km.  

Dalam beberapa tahun terakhir kualitas jalan menurut Kewenangan Provinsi Jambi di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan.  

Tabel 1. 
Panjang Jalan kewenangan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km) 

2021-2025 

Kondisi Jalan 
tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 
Mantap 56,00 52,04 63,51 45,37 45,84 
Rusak Ringan 7,70 31,80 1,40 8,80 8,60 
Rusak Berat  36,21 16,07 35,00 47,27 47,00 
JUMLAH 43,91 47,87 36,40 56,07 55,60 

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, data diolah  
Berdasarkan Tabel 1, kondisi jalan kewenangan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang kurang baik. Panjang jalan dalam 
kondisi mantap mengalami fluktuasi dan cenderung menurun setelah mencapai puncak pada 
tahun 2023 (63,51 km) menjadi sekitar 45 km pada tahun 2024–2025. Sebaliknya, jalan 
rusak berat meningkat signifikan dari 16,07 km pada tahun 2022 menjadi sekitar 47 km pada 
tahun 2024–2025. Sementara itu, kondisi rusak ringan juga menunjukkan ketidakstabilan 
yang mengindikasikan lemahnya pemeliharaan.  
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Sama halnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, data BPS menunjukkan bahwa 
kondisi jalan menurut kewenangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan 
kecenderungan yang semakin memburuk. 

Tabel 2. 
Panjang Jalan menurut kewenangan Kabupaten di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (km). 

2021-2025 

Kondisi Jalan 
tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 
Mantap 904,03 905,71 796,28 227,48 194,56 
Rusak Ringan 128,31 106,13 231,97 410,97 19,59 
Rusak Berat 145,44 165,94 206,92 596,72 953,24 

JUMLAH 1.177,77 1.177,77 1.235,17 1.235,17 1.167,40 
Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, data diolah 

Tabel 2, memperlihatkan penurunan drastis terjadi pada jalan dengan kondisi 
mantap, dari 904,03 km pada tahun 2021 menjadi 194,56 km pada tahun 2025. Sebaliknya, 
jalan rusak berat meningkat tajam hingga mencapai 953,24 km pada tahun 2025. Kondisi ini 
mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pembangunan dan pemeliharaan jalan. 

Penurunan kualitas jalan tersebut memberikan dampak langsung terhadap aktivitas 
sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi jalan yang rusak menyebabkan waktu tempuh 
perjalanan menjadi lebih lama serta meningkatkan biaya transportasi, terutama dalam 
proses distribusi hasil produksi dari wilayah pedesaan menuju pusat-pusat perdagangan. Hal 
ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, 
dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Selain itu, kondisi jalan yang kurang 
memadai juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti 
pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik lainnya, khususnya bagi masyarakat yang 
tinggal di wilayah pedesaan atau daerah terpencil (Gumelar et al., 2023). 

Keadaan ini timbul akibat beberapa faktor yang saling terkait. Salah satunya adalah 
adanya kendaraan yang membawa muatan melebihi batas yang ditetapkan (Over Dimension 
Over Loading/ODOL). Hal ini bukan hanya menciptakan masalah dalam sistem lalu lintas, 
tetapi juga memberikan dampak negatif yang serius terhadap infrastruktur jalan yang telah 
ada (Dewi et al., 2022).  

Salah satu pendekatan pengendalian kerusakan Infrastuktur jalan akibat tingginya 
aktivitas kendaraan angkutan dengan muatan berlebih (Over Dimension Over Loading/ 
ODOL) melalui penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Gautama et al., 
2022). kebijakan  Zero  Over Dimension Over Loading/ODOL dibentuk  sebagai  upaya 
pemerintah untuk memprioritaskan aspek keselamatan, ekonomi dan sosial masyarakat. 
Urgensi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading/ODOL untuk mendorong Keselamatan 
Lalu Lintas, Kerusakan Jalan, Efesiensi   Logistik,   Penghematan   Anggaran   Negara,   
Kepatuhan   Hukum,   Keadilan Ekonomi (Rossa et al., 2026). 

Zero Over Dimension Over Loading/ODOL adalah merupakan kebijakan nasional 
Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan total praktik kendaraan angkutan barang 
yang melanggar aturan ukuran (dimensi) dan kapasitas muatan (Basuki, Pramesti, & 
Anggraini, 2025) 
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Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor SE 21 
Tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan pengawasan terhadap mobil barang yang 
melanggar muatan lebih (overloading) dan/atau ukuran lebih (over dimension). Kebijakan ini 
bertujuan untuk menjaga infrastruktur jalan, mengurangi kerusakan yang menyebabkan 
pembiayaan perbaikan, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas (Pemerintah RI, 
2019). Akan tetapi implementasi di tingkat pemerintah daerah masih belum sepenuhnya 
efektif. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini sering terkendala oleh 
keterbatasan fasilitas pengawasan, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta 
rendahnya perhatian petugas pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa 
tantangan dalam implementasinya di daerah membutuhkan perhatian lebih untuk 
memastikan kesuksesan dan efektivitasnya dalam menjaga infrastruktur jalan dan 
keselamatan lalu lintas. 

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan kebijakan dalam 
bentuk Program yang telah dijalankan melalui Dinas perhubungan adalah Program 
Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Program ini merupakan inisiatif yang 
dirancang untuk mengelola dan mengatur sistem transportasi di jalan raya secara efektif. 
Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan infrastruktur jalan, 
pengaturan lalu lintas, hingga pengawasan dan pemeliharaan sarana transportasi. Tujuannya 
adalah untuk menciptakan suatu sistem transportasi yang aman, efisien, dan ramah 
lingkungan, serta untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas masyarakat 
(Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2026). 

Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mencakup 2 (dua) kegiatan 
yaitu kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan kegiatan 
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten / Kota. 
1) Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan 

melalui sub kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan target 
indikator kinerja adalah Jumlah Prasarana Jalan Yang Terehabilitasi Dan Terpelihara; 

2) Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten 
/ Kota dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan yaitu a) Penataan Manajemen Dan 
Rekayasa Lalu Lintas dengan target indikator Jumlah Sosialisasi Angkutan Barang dan 
Penegakkan Hukum, dan Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Posko Di Berbagai Titik Jalan; 
b) Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan 
Kabupaten /Kota dengan target indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Pam Posko Di 
Tempat Yang Sudah Ditetapkan, dan Jumlah Pengawasan dan Pengaturan LLAJ Kawasan 
Tertib Lalu Lintas (Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2026). 

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur yang 
berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur 
jalan tidak hanya dituntut untuk mampu mendukung mobilitas yang lancar, tetapi juga harus 
memenuhi aspek keamanan, keselamatan, serta keberlanjutan lingkungan (Amalia et al., 
2021). Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan pembangunan jalan nasional maupun 
daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas konstruksi, penguatan sistem 
pemeliharaan jalan, serta pengawasan terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan dengan 
muatan berlebih. Pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading/ODOL 
menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan karena praktik tersebut 
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dapat mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan biaya pemeliharaan infrastruktur 
secara signifikan (Zulhanif et al., 2024). 

 
KESIMPULAN 

Untuk mendukung implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading 
(ODOL), diperlukan suatu kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi sebagai 
landasan utama dalam mengatur pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta 
koordinasi antar instansi yang terlibat. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada 
aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup penguatan infrastruktur, pemanfaatan 
teknologi pemantauan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rekomendasi 
kebijakan ini perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan tentang 
Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Over Dimension Over Loading/ODOL, yang 
berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur standar operasional, sistem pengawasan 
berbasis teknologi, serta mekanisme penindakan yang tegas dan terukur. Regulasi ini 
diharapkan mampu memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara konsisten, 
efektif, dan akuntabel, serta didukung oleh sinergi antar instansi dan aparat penegak hukum. 

Selanjutnya, implementasi kebijakan perlu diperkuat melalui regulasi turunan baik di 
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersifat lebih operasional dan kontekstual. 
Peraturan Kepala Daerah, memiliki peran strategis dalam mengatur pelaksanaan teknis di 
lapangan, termasuk penetapan titik pengawasan, pengelolaan infrastruktur jalan, serta 
pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha angkutan dan masyarakat. Regulasi 
daerah ini juga menjadi instrumen penting dalam memastikan keterlibatan aktif perangkat 
daerah dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung keberhasilan kebijakan Zero 
Over Dimension Over Loading/ODOL. Melalui peraturan ini diharapkan tercipta sistem 
transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan, serta mampu menekan tingkat 
kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran Over Dimension Over 
Loading/ODOL. 
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